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The objectives of this research are to determine the growth of franchising in Surakarta after
enactmentof Government Regulation Number 40 of2007 concerning Franchising, toknow constraints in
developing franchising, and itssolutions in Surakarta. To achieve these objectives, researcher conducts
the empirical legal research. Primary data collected bystructured interview, and secondarydata collected
bycontent identification. Data analysis is used editing analysis style. The result ofthis research showed
that Government Regulation Number42of2007concerning Franchising hasnotsignificant contribution to
franchise developmentin Surakarta. There isnosignificant franchise agreementregistration in Surakarta.
There is a socialization problem, such as lack of government officer. The solution is the government
creates cooperation with highereducation institution.
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A. Pendahuluan
Waralaba merupakanalih kata franchise, yaltu
suatu metode bisnis untuk memasarkan produk
dan jasa ke masyarakat(Lloyd Tarbutton,1986:2),
yang memberikan hakistimewa yang diberikan oleh
pemberi waralaba kepada penerima waralaba
dengan sejumlah kewajiban pembayaran (Adrian
Sutedi, 2008: 6). Darl Amerika Serikat
(Hacket,1976:126) franchise berkembang ke
seluruh dunia termasuk Indonesia. Franchise asing
yang pertama kali masuk Indonesia adalah
Kenthucky Fried Chicken yaitu pada tahun 1979
dalamnaungan PT. Fast FoodIndonesia (M. Fuad,
2000: 50). Istilah waralaba sebagai padanan kata
franchisemulaidisebut dalam peraturan perundang-
undangan di Indonsia sejak berlakunya Undang-
Undang Nomor 9Tahun 1995tentangUsahaKecil.
Dalam Pasal 27 Undang-Undang tersebut diatur
bahwa kemitraan dilaksanakan antara lain dengan
pola waralaba. Dipilihnya waralaba sebagaibentuk
kemitraan tidak terlepas dari keunggulan-
keunggulan waralaba, yaitu: para pengusahadapat
segera memulaikegiatan usaha, produkdan/atau
jasa sudahdikenal, adanya bantuan pemasaran dan
promosi, serta pelatihan untuk menjalankan usaha.
Menindaklanjuti ketentuan Pasal 27 Undang-
Undang Usaha Kecil, maka Pemerintah
mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16
Tahun 1997 tentang Waralaba, untuk menciptakan
tertib usaha, meningkatkan peran masyarakat luas
dalam usaha waralaba khususnya sebagai penerima
waralaba dan pemasok barang/jasa. Peraturan
Yustisia Edisi 80 Mei-Agustus 2010
Pemerintah tentang Waralaba ini kemudian
ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Keputusan
MenteriPerindustrian dan Perdagangan Nomor 259/
MPP/KEP/7/1997tentang Ketentuan dan Tata Cara
Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba, yang
kemudian diganti dengan Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor12/M-DAG/PER/3/2006.
Dalam perkembangannya, Peraturan
Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba
dirasakan kurang dapat memenuhi kebutuhan para
pemberi maupunpenerimawaralabayangmenuntut
adanya suasana usaha waralabayangtertib. Untuk
menjawab persoalan ini, dikeluarkanlah Peraturan
Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang
Waralaba, yang diberlakukan dengan tujuan untuk
meningkatkan pembinaan usaha waralaba, dengan
mendorong pengusaha kecildan menengah untuk
tumbuhsebagai pemberiwaralaba yang handaldan
mempunyai daya saing didalam negeri maupun di
luar negeri. Namun demikian, di sini perlu dikaji
keefektifan peraturan pemerintah tentang waralaba
untuk mencapai tujuan tersebut, khususnya dalam
rangkamenumbuhkanusaha waralabadiSurakarta.
B. Tinjauan Pustaka
Berpijak pada pengertian waralabamerupakan
istilah yang menunjuk pada hubungan antara dua
pihak atau lebih dalam pendistribusian barang
(Mendelsohn, 1997:4), maka Mancusodan Donald
Boroianmemberikan pengertian franchise sebagai
format bisnis ini dengan lebihtegas, yaitu franchisor
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